
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 

NOMOR I> TAHUN 2022 

TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

a . bahwa dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan 

Penyederhanaan Birokrasi di lingkup instansi pemerintah, 

perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan organisasi, 

tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; 

b. bahwa Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten 

Penukal Abab Lematang Ilir telah mendapatkan 

Persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui surat nomor 

800/7496/OTDA Tanggal 18 November 2021 perihal 

Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan; 

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 050 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Togas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang 

Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum 

sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dengan huruf a , huruf b , dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, 

Togas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang 

Bir. 
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1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di 

Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5400); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

tentang 

Republik 

Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 

2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor6402; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembentukan Data Dan Klasifikasi 

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018 

tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat 

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1539); 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 

8. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 tahun 

2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada 

Instansi Pemerintah Untuk Penyederhaan Birokrasi; 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam 

Jabatan Fungsional; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem 

Kerja pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 

Birokrasi; 

1 L Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal 

Abab Lematang Ilir Nomor 6); 

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 

Nomor 08); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 

PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR. 

SABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Penukal Abab Lematang Ilir; 

3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir; 
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4. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dalam 

menyelenggarakan Pemerintah Daerah; 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Penukal Abab 

Lematang Ilir; 

6. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil; 

8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil; 

9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

11. Sub-Koordinator adalah sub pimpinan kelompok jabatan 

fungsional yang melaksanakan fungsi sesuai dengan 

ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan tinggi 

pratama masing-masing; 

12. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang 

dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 

dan aturan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

BAB 11 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan 

unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang 

Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan 

daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. 

Bagian kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal3 

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
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Sipil sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas. 

b. Sekretaris, membawahi; 

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Subbagian Perencanaan; dan 

3. Kelompok Jabatan Fungsional. 

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi 

kelompok jabatan fungsional. 

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi kelompok 

jabatan fungsional. 

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

membawahi kelompok jabatan fungsional. 

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

membawahi kelompok jabatan fungsionaL 

BAB III 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Ketiga 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Pasal4 

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 

tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan yang 

menjadi kewenangan kabupaten serta tugas pembantuan 

yang ditugaskan kepada provinsi. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dinas mempunyai fungsi: 

a. koordinasi dengan kantor kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

agama kabupaten dan pengadilan agama yang 

berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan 

rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam; 

b. koordinasi dengan kantor kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

agama kabupaten dalam memelihara hubungan timbal 

balik melalui pembinaan masing - masing kepada 

instansi vertikal; 
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c. koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga 

non pemerintah di kabupaten dalam penerbitan 

pelayanan administrasi kependudukan; 

d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, evaluasi dan pengendalian urusan 

administrasi kependudukan di kabupaten; 

e. pengadaan blangko dokumen kependudukan selain 

blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan 

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai 

dengan kebutuhan; 

f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko 

dokumen kependudukan, formulir dan buku untuk 

g. 

h. 

pelayanan 

sipil; 

pembinaan, 

penugasan 

nama lain; 

pendaftaran penduduk dan pencatatan 

pembimbingan dan supervisi terhadap 

kepada desa atau yang disebut dengan 

pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa 

kependudukan dan pencatatan peristiwa penting; 

1. penerimaan dan permintaan data kependudukan dari 

Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri; 

j. fasilitasi penyelenggaraan 

kependudukan; 

urusan administrasi 

k. penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan; 

1. sosialisasi penyelenggaraan 

kependudukan; 

urusan administrasi 

m. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan 

perguruan tinggi; 

n. komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku 

kepentingan dan masyarakat; 

o. penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

p. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang 

agama kabupaten dan pengadilan agama mengenai 

pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk 

bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka 

pembangunan basis data kependudukan; dan 
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q. pengawasan penyelenggaraan urusan administrasi 

kependudukan. 

Bagian Keempat 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Pasal 5 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memimpin 

pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada 

pasal 4. 

Bagian Kelima 

Sekretariat 

Pasal 6 

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi 

pendukung pelaksanaan perencanaan umum, koordinasi dan 

penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan pengelolaan 

keuangan, pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, 

rumah tangga, barang milik negara dan dan barang milik 

daerah, pembinaan aparatur, pengelolaan urusan kepegawaian 

dan pengelolaan administrasi jabatan fungsional pada seluruh 

bagian di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil. 

Pasal 7 

(1) Subbagian Perencanaan melakukan penyiapan koordinasi 

dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan 

dan evaluasi kinerja. Subbagian Perencanaan dalam 

pelaksanaan tugas menyelenggarakan fungsi : 

a. penyiapan koordinasi penyusunan program dan 

anggaran; 

b. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran; 

c. penyiapan penyusunan pelaporan kinerja; 

d. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan 

perundang-undangan; dan 

e. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan program dan anggaran. 

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas 

melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, 

kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, 

rumah tangga, fasilitas barang milik negara, barang milik 
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daerah dan administrasi jabatan fungsional. Subbagian 

Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas 

menyelenggarakan fungsi : 

a. pelaksanaan urusan persuratan; 

b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan; 

c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan, 

dan ketertiban kantor; 

d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik 

negara dan barang milik daerah; 

e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural; dan 

f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan 

aparatur dan administrasi jabatan fungsional. 

Bagian Keenam 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Pasal 8 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Pendaftaran 

Penduduk. 

Pasal 9 

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyusunan 

penduduk; 

perencanaan pelayanan pendaftaran 

b. perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk; 

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pelayanan pendaftaran penduduk; 

d. pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk; 

e. pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk; 

f. pelaksanaan pendokumentasian basil pelayanan 

pendaftaran penduduk; 

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran 

penduduk. 
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Bagian Ketujuh 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

Pasal 10 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. 

Pasal 11 

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penyusunan perencanaan pelayanan pencatatan sipil; 

b. perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil; 

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pelayanan pencatatan sipil; 

d. pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil; 

e. pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil; 

f. pelaksanaan pedokumentasian basil pelayanan 

pencatatan sipil; dan 

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pencatatan sipil. 

Bagian Kedelapan 

Bidang Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan 

Pasal 12 

Bidang Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan 

perumusan 

di bidang 

Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan. 

Pasal 13 

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 

12, menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan 

administrasi 

perencanaan 

kependudukan 

pengelolaan informasi 

yang meliputi sistem 

informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan 

penyajian data kependudukan serta tata kelola dan 

sumber daya manusia teknologi informasi dan 

komunikasi; 
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b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi 

administrasi kependudukaa yang meliputi sistem 

informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan 

penyajlan data kependudukan serta tata kelola dan 

sumber daya manusia teknologi informasi dan 

komunikasi; 

c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang 

meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, 

pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata 

kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan 

kornunikasi; 

d. pelaksanaan 

kependudukan 

pengelolaan informasi 

yang meliputi sistem 

administrasi 

informasi 

administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian 

data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya 

manusia teknologi informasi dan komunikasi; dan 

e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan 

informasi administrasi kependudukan. 

Bagian Kesernbilan 

Bidang Pernanfaatan data dan Inovasi Pelayanan 

Pasal 14 

Bidang Pemanfaatan data Inovasi Pelayanan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang Pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan, kerjasama administrasi 

kependudukan dan inovasi pelayanan kependudukan. 

Pasal 15 

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, 

menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan; 

b. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan 

dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan; 
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c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan 

pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, 

kerjasama serta inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan; 

d. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen 

kependudukan; 

e. pelaksanan kerjasama administrasi kependudukan; 

f. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi 

kependudukan;dan 

g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data 

dan dokumen kependudukan, kerjasama serta inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan. 

Bagian Kesepuluh 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 16 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 

melakukan sesuai dengan bidang tenaga fungsional 

masing-masing berdasarkan 

perundang-undangan. 

ketentuan peraturan 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, huruf c, huruf d, 

huruf e dan huruf f, terdiri atas sejumlah tenaga 

fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan 

fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 

(3) Selain Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 

dimaksud ayat (2) terdapat Kelompok Jabatan Fungsional 

hasil penyetaraan jabatan. 

(4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditugaskan ke dalam 

Bidang lainnya yang sesuai dengan butir kegiatan teknis 

fungsional. 

(5) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi 

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan 

organisasi atau keputusan Bupati. 
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BAB IV 

TATAKERJA 

Pasal 17 

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menerapkan 

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal 

maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan 

organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi 

lain sesuai dengan tugasnya masing-masing. 

Pasal 18 

Setiap pemimpin wajib mengawasi bawahannya masing-masing 

dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah 

yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Pasal 19 

Setiap pemimpin bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan 

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian 

tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan. 

Setiap laporan yang 

wajib diolah dan 

Pasal 20 

diterima oleh pimpinan dari bawahan, 

dipergunakan sebagai bahan untuk 

penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk 

kepada bawahan. 

BABV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 21 

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat 

sturuktural yang akan disertakan ke dalam jabatan fungsional 

tetap melaksanakan tugasnya, sampai diberlakukannya pejabat 

fungsional dan ditetapkannya sub-koordinator berdasarkan 

keputusan Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

(1) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua 
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ketentuan yang mengatur mengenai Penjabaran Tu.gas 

Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam 

peraturan Bupati Nomor 050 Tahun 2016 dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku; 

(2) Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi dinas, 

ditetapkan dengan peraturan Bupati tersendiri. 

Pasal 23 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkannya 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan 

peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 

Ditetapakan di Talang Ubi, 
pada tanggal 18 - DAfVUAll-1- 2022 /; k BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.-l:(' 

~ 
Diundangkan Di Talang Ubi 
pada tanggal t8 - .)A{\MA~' - 2022 

~ tf f HERI AMALINDO 

Jr._ {J PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
\J'\ P\' KABUPATEN L A EMATANG ILIR, 

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 

TAHUN.~ .. NOMOR..!f.. .... 
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LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 
NOMOR 1 > TAHUN 2022 

TENTANG ,,,,---
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 
KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN 
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TIPE A 
KABUPATEN PENUKALABAB LE MATANG ILIR 

I KEPALA DINAS I 
KELOMPOK JABATAN I I SEKRETARIS I FUNGSIONAL I I 

I 
I I I 

I SUB BAGIAN UMUM DAN I I SUBBAGIAN I I KELOMPOK JABATAN 
KEPEGAWAIAN PERENCANAAN FUNGSIONAL 

I I • I 

BIDANG PELA YANAN BIDANG PELA YANAN 
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